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ABSTRAK:

CATATAN :

kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan
langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah
Daerah, Perangkat Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan
partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, terarah,
terpadu dan berkelanjutan.
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Dalam Perda ini adalah upaya untuk menanggulangi Kemiskinan vyaitu
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan
dan/atau pelayanan sosial, dengan kebijakan dan program kegiatan
Pemerintah dan Perangkat Daerah yang dilakukan secara sistematis,
terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat
kesejahteraan rakyat, melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam
rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Penanganan Penanggulangan Kemiskinan ;

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah rencana
kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk
periode 5 (lima) tahun.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah koordinasi
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan
Kemiskinan di kabupaten/kota.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPK) Kecamatan
adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk
Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (TKPK)
Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan.
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